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KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya
penelitian hukum berupa Tesis yang berjudul Penerapan Ketentuan
Cek/Bilyet Giro kosong dalam transaksi bisnis. Permasalahan Cek/ Bilyst
Giro Kosong membawa dilemma tersendiri. Di satu sisi UU No 1964
tentang Larangan penarikan Cek Kosong telah dicabut, di sisi lain
diakomedirmya ketentuan Pasal 378 KUHP terhadap masalah Cek/Bilyet
Giro Kosong. Ketentuan pasal 378 KUHP yang nota bene lex generalis ini
membawa problema tersendiri. Ketentuan tersebut tidak secara tegas dan
eksplisit melarang penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, sebagaimana
pendahulunya yakni UU No 17 tahun 1964

Penelitian ini sengaja dipilih dengan alasan masih sedikitnya literature
yang membahasa mengenai Cek/Bilyet Giro Kosong, di samping menarik
pula untuk dikaji adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam
memandang masalah Cek/Bilyet Giro kesang dalam transaksi bisnis.
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ABSTRAKSI

Secara perlahan namun pasti, ekonomi telah terlepas dari refleksi
moral, bahkan telah tercerabut dari prinsip dasar sebagal suatu bonum
publicum. Dalam situasi demikian, kegiatan ekonomi berjalan tertatih tatih
dalam suatu transaksi bisnis yang penuh dengan kecurigaan akan
kecurangan, ketidakjujuran dan muslinat dengan sifatnya yang rakus,
sesuai cerminan jaman. Kecurigaan tersebut berimbas pula pada Cek/
Bilyet Giro Kosong yang digunakan dalam transaksi bisnis. Di satu sisi
Cek/ Bilyet Giro Kosong dipandang sebagai suatu bentuk penipuan, di sisi
lain keberadaan Cek/ Bilyet Giro Koscng dalam transaksi bisnis dipandang
bukan sebagai penipuan, melainkan suatu peristiwa keperdataan.

Dengan berbekal pendekatan yuridis ‘normatif, permasalahan Cek/
Bilyet Giro Kosong dalam-transaksi-bisnis;.dicoba untuk di teliti dan di
bedah untuk menjawab permasalahan Cek/Bilyet Girg kosong sebagai
tindak pidana penipuan atau sebaliknya bukan sebagal tindak pidana
penipuan, beserta upaya penanggulangannya.

Hasil kajian terhadap hasil penelitian dengan.menggunakan kaidah
ante factum dan pest factum, permmasalahan Cek/Bilyet Giro Kosong
dalam transaksi'bisnis mewujudkan dirinya berupa Cek/Bilyet Giro.sebagali
sarana membujuk/_menaruh keprcayaan.dan Cek/ Bilyet Giro sebagai
kewajiban pembayaran hutang. Cekf Bilyat Giro Kosong sebagal sarana
membujuk/ menaruh kepercayaan dapat- diidentifikasi pada posisi ante
factum perjanjian. Sementara Cek/ Bilyet Giro sebagai kewajiban
pembayaran ' hutang dapat diidentifikasi pada posisi post factum
perjanajian.

Dengan_ demikian, dalam penerapan Pasal 378 KUHP
terhadap Cek/Bilyet Giro kosong dalam transaksi bisnis, Seyogyanya
digunkan kaidah anté factum dan post facfum sebagai pedoman, untuk
menghindari penerapan Pasal 378 KUHP terhadap Cek/Bilyet Giro kosong
secara serampangan.

Kata Kunci: Ketentuan Pasal 378 KUHP, Cek/Bilyet Giro Kosong,
Transaksi Bisnis
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